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BUPATI WONOSOBO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR 30 TAHUN 2023 

TENTANG 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOSOBO, 
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
setiap pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan 
kebijakan teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Instansinya masing-masing dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri; 

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1569); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo. 
6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

c
 

Pemerintah. 

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

8. HEvaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian 
nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian 

solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas 

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 
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Q DV : , — Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP yaitu Perangkal 
dfu-…h dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya. 

10. Tim Evaluator adalah tim yang  dibentuk  oleh Inspektur Daerah 
untuk melaksanakan kegiatan evaluasi AKIP. 

1. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah 

dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan 
atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikan atas penerapan Sistem 
AKIP pada evaluatan. 

12. Forum Panel adalah sebuah tim yang terdiri dari salah satu unsur tim 

dari seluruh tim evaluator yang bertugas melaksanakan reviu hasil 
penilaian dan evaluasi untuk menjaga obyektivitas penilaian dan 

menyamakan persepsi atas pemberian nilai dan penentuan kategori 
hasil penilaian. 

13. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas 

evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi 
dan pemeringkatan Perangkat daerah berdasarkan nilai hasil evaluasi 
AKIP. 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan 

pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada 

Pemerintah Daerah. 

(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: 

a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 

menilai tingkat implementasi SAKIP; 

menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode 

sebelumnya. 
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Pasal 3 

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan Sistem AKIP sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB II 

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Pasal 4 

(1) Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi AKIP pada Evaluatan. 

(2) Evaluasi AKIP dilaksanakan setiap tahun. 

(3) Pedoman pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Inspektorat Daerah dapat menggunakan instrument evaluasi berbasis 

sistem elektronik. 
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BAB 111 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Wonosobo. 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 27 Tl %023 

PATI WONOSOBO, 

AFIF NURHIDAYAT 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 28 “Guli 7023 

SE S DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

ONE ANG WARDOYO 

BERITA/DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 73/ 
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LAMPIRAN 

PIERATURAN BUPATI 

WONOSOBO NOMOR 

TAHUN 2023 TIENTANG 

ISVALUAST AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH PADA 

PEMERINTAH KABUPATEN 

WONOSOBO 

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Salah satu sasaran dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja dibangun dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikembangkan sebagai suatu sistem 

manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 

yang berorientasi pada hasil (result oriented). Penguatan akuntabilitas 
kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka 
mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta 

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, 

serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat 
sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan Evaluasi AKIP atau 
evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat 
mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk berkomitmen dan 
secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan 

capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. 
Penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo sampai 

dengan tahun 2021 mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini 
dapat dilihat dari hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kategori “BB” dengan 
nilai sebesar 76,47 atau termasuk dalam karakteristik instansi 
pemerintah dengan penerapan sistem manajemen akuntabilitas kinerjanya 
sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen 
kinerja yang andal. 

Sebagai suatu sistem manajemen, SAKIP menerapkan siklus 
Planning, Do, Chek dan Act (P-D-C-A) dimana pada masing-masing proses 
dibutuhkan suatu evaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah 
melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik 
dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus. Evaluasi ini 
juga bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja 
Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan capaian kinerja 
(hasil) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing 
Perangkat daerah. 

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Kabupaten Wonosobo disusun selaras dengan kebijakan 
Pemerintah dalam Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
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Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluast Akuntabilitas 

Kinena Instansi Pemerintah 

H, MAKSUD DAN TUJUAN 
Pedoman  Pelaksanaan  Evaluasi — AKIP Kabupaten  Wonosohe 

dimaksudkan untuk: 
1. Memberi panduan bagi Tim Evaluator meliputi: 

a. Ruang lingkup, strategi, tahapan, metode, dan tehnik yang 

digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo. 
b. Penetapan Langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi. 
¢. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan memahami mekanisme 

pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya. | 

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen Sistem AKIP t)i“l!!_ll 

pejabat dan staf pelaksana pada perangkat daerah dan unit kerja di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 
Sementara tujuan dari evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan 

setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang 

ditetapkan. Tujuan evaluasi AKIP setiap tahunnya minimal untuk: 

. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 
. menilai tingkat implementasi SAKIP: 
menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode 

sebelumnya. 
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C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan ini meliputi: 

1. Perencanaan Evaluasi 

2. Metode dan Teknik Evaluasi 

3. Pelaksanaan Evaluasi 

4. Pelaporan dan Pemeringkatan Hasil Evaluasi 

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi 

SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka 

panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja 

jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, 

pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada 

pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. 
Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara 

lain: 
1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai 

untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah 

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai 
kinerja; 

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas 
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan 
kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk 
efektivitas dan efisiensi kinerja; dan 

5. Penilaian capaian Kkinerja atas oufput maupun outcome serta 
kinerja lainnya. 
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Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP 
adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang 
tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya 
keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan. 

BAB II 
PERENCANAAN EVALUASI 

Pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu 
mempertimbangkan beberapa kendala yang secara umum dihadapi oleh 

evaluator antara lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya 
orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi dan kurangnya ‘fasflltas 

pendukung pelaksanaan evaluasi. Fokus pelaksanaan evaluasi SAKIP 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah untuk meningkatkan mutu 
penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (SAK!P} dq.n 

peningkatan pencapaian kinerja perangkat daerah dan unit kerja 

organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang berorientasi hasil. 

. KEBUTUHAN SDM EVALUATOR 
Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang 

memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan kode 
etik evaluator. Susunan tim evaluasi minimal terdiri atas: 
a. Penanggung Jawab 

b. Wakil Penanggung Jawab 
c. Pengendali Teknis 
d. Ketua Tim 

e. Anggota Tim 
Persyaratan evaluator mencakupi: 
a. Telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; 
b. Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. 
Kedua persyaratan tersebut di atas dapat ditunjukkan dengan adanya 
setifikat telah mengikuti pelatihan atau in house training atau setidaknya 
surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut. 

. TINGKATAN EVALUASI 
Tingkatan evaluasi yang digunakan pada pelaksanaan evaluasi SAKIP 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah evaluasi terbatas dan evaluasi 
mendalam dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Evaluasi terbatas 

Evaluasi ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut: 
- Menelaah dokumen ataupun informasi yang tersedia atas 

implementasi SAKIP, 
- Menelaah pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam 

dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen 
Perjanjian Kinerja. 

- Melakukan konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada 
komponen akuntabilitas kinerja tertentu. 

b. Evaluasi mendalam 
Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi terbatas yang 
ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari 
praktik nyata atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil 
wawancara mendalam. Evaluasi SAKIP secara mendalam tidak harus 
dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, ataupun kebijakan, program, 
dan kegiatan pada perangkat daerah/unit kerja. Evaluasi dapat 
dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam 
terhadap uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen, unit 
ataupun kebijakan, program dan kegiatan. 

d 

Dipindai dengan CamScanner



Bagi  perangkat — daerah yang  sudah dievaluasi  pada periode 

sebelumnya, — langkah  pertama — yang perhua — dilakukan adalah 

mengumpulkan infomasi mengenai pelaksanann tindak lanjut terhadap 

saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. 

Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut 
hasil evaluasi periode 

sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang 

lebih tinggi atau pihak yang berwenang. 

. TAHAPAN PELAKSANAAN 

Tahapan pelaksanaan evaluasi SAKIP meliputi:
 

a. Penugasan Tim Evaluator 
| 

b. Reviu tindak lanjut saran perbaik
an hasil evaluasi SAKIP periode 

sebelumnya 
| 

c. Pendokumentasian, analisis dan inte
rpretasi data melalui Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE) 
| 

d. Pembahasan Rancangan Lapor
an Hasil Evaluasi (LHE) AKIP oleh T

im 

evaluator bersama-sama dengan tim yang lain 

Penyusunan Rancangan LHE AKIP 

Reviu Rancangan LHE AKIP 

Penyusunan peringkat dan penetapan nilai
 sert 

. Finalisasi LHE AKIP 

Penyampaian dan pengkomunikasian LHE AKIP 

a kategori hasil evaluasi. 

m
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. PENGENDALIAN EVALUASI AKIP 

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar 

evaluasi berjalan sesuai dengan rencana un
tuk mencapai tujuan evaluasi. 

Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada 

kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan ta
rget, tepat waktu, serta tepat 

biaya. Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dila
kukan antara lain: 

a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evalu
ator 

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesame tim
 evaluator 

c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau 

berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli) 

Pembahasan antar evaluator perlu dilakukan untuk menj
aga mutu hasil 

evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut: 

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim ev
aluasi 

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim 

evaluasi untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kate
gori 

hasil evaluasi. 

BAB III 

METODE DAN TEKNIK EVALUASI 

. METODE EVALUASI 

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah 

kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan 

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan karena akan 

disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan 

mempertimbangkan kendala yang ada. Metodologi yang digunakan untuk 

melakukan evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah 

metodologi yang pragmatis menggunakan teknik “criteria referenced survey” 

dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step 

assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan 

(overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen 

dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta 

obyektif dan professional judgement dari para evaluator dan supervisor 
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h. 'I\(. - " . . Pt:ilmmn dan ketentuan lain mengenai sistem AKIP 
. " c " . ' < . . . 

P 'Idpdn best practice yang berlaku pada tatanan nilai di suatu 
a pnumh atau suatu kawasan atau secara nasional 

- Penerapan praktik manajemen strategik, manajeen kinerja dan sistem 
akuntabilitas yang baik. 

an normative yang secara umum dianggap 

B. TEKNIK EVALUASI 
Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi 

AKIP akan bergantung pada: 
a. Kedalaman evaluatan (perangkat daerah) dalam memahami dan 

mengimplementasikan SAKIP. 

b. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) 

permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan 

berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu 

juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. 

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh. 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam 

pelaksanaan evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah: 

a. Checklist pengumpulan data dan informasi 

Merupakan Teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi 
yang 

akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah/unit kerja secara 

mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar 

dokumen, data dan/informasi yan dibutuhkan dalam pelaksanaan 

evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana 

Merupakan Teknik pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada 

penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari 
penyedia 

data dan informasi dicatat secara langsung, maupun 
melalui media 

telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital 

meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal 

dan catatan mengenai hal- hal atau materi yang akan 
ditanyakan. Hal 

penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, 

penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat 
bekerja sama. 

c. Observasi 
Merupakan Teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi disini 

dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan 

menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam 
rangka 

mengamati proses dan jalannya aktivitas. 

d. Studi dokumentasi 
Merupakan Teknik pengumpulan data dan informasi 

yang tidak secara 

langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari 
perangkat daerah/unit 

kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber 
literasi lain seperti 

peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun 

elektronik/digital. 
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BAH IV 
PELAKSANAAN EVALUASI 

A. KOMPONEN, SUB KOMPONEN DAN KRITERIA PENILAIAN 

Komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam evaluasi AKIP 

Kabupaten Wonosobo, yaitu: 
L. Perencanaan Kinerja 
2. Pengukuran Kinerja 
3. Pelaporan Kinerja 
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data 

dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan 

informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saal evaluasi 

berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi SAKIP, antara 

lain: 
1. Kualitas perencanana kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk 

mewujudkan hasil yang berkesinambungan. 
. 

2. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan 
yang _tclalj menjadi 

kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai 
kinerja. | 

3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian 

kinerja, baik  keberhasilan/kegagalan kinerja  serta  upaya 

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak 
besar dalam 

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. 

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang memberikan kesan nyata 
(dampak) 

dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan 
efisiensi 

kinerja. 
Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian 

beberapa variable, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan 

komponen-komponen manajemen Kinerja yang meliputi perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal sebagai fakta obyektif perangkat daerah/unit kerja 

mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian 

dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria 

masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu: 

1. Komponen 

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal. 

2. Sub-komponen 
Dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pada 

setiap komponen 
3. Kriteria 

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub- 
komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau 
belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. 

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi kriteria 
penilaian dengan bobot sebagai berikut: 

Sub Komponen 

Sub 
K 

20% 

Pengukuran 
Kinerja 
Pelaporan 
Kinerja 
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Evaluasi 

Kinerja 
9s 

Internal 
. 

Nilai 

Akuntabilitas 
Kinerja 

dikumpulkan, LKE kemud
ian 

ar dalam Menyusun Lapo
ran 

IP dapat dipetakan sebag
ai 

.— Berdasarkan data dan informasi yang 

dianalisis, dan digunakan sebagai bahan das 

Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AK 
berikut: 

1. Komponen Perencanaan Kinerja terdiri dari: 

a. Sub Komponen Dokumen Perencanaan 

dengan kriteria: 

1) Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan 

dokumen perencanaan kinerja 

2) Terdapat dokumen perencanaan 

(Rencana Strategis) 

3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka 

(Rencana Kerja Tahunan) 

4) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung 

kinerja (Rencana Aksi Program dan Kegi
atan) 

5) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang 

kinerja (RKA/DPA) 

b. Sub Komponen Dokumen Perencanaa
n Kinerja telah memenuhi 

standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan 
ukuran 

kinerja yang SMART, menggunakan peny
elarasan (cascading) di 

setiap level secara logis, serta memperhatikan 
kinerja bidang lain 

(crosscutting), dengan kriteria: 

1) Dokumen RKA/DPA sudah memuat infor
masi yang seharusnya 

dimuat pada dokumen RKA/DPA 

2) SOP Penyusunan dokumen perencanaan 

dengan ketentuan yang berlaku 

3) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan 

4) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan 
tepat waktu 

5) Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan 
kebutuhan 

atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai 

6) Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas 

menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai 

7) Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi Kriteria 

SMART 

8) Indicator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi 

kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan 

(sustainable) tidak sering diganti 1 periode strategis 

9) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai 

(achievable), menantang dan realistis 

10) Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan 

yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang 

akan dicapai di setiap level jabatan (cascading) 

11) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang 

hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar 

bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan 

(crosscutting) 

12) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan 

Kinerja. 

Kinerja telah tersedia, 

kinerja jangka menengah 

pendek 

mendukung 

kinerja telah sesuai 
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c. br:ilvlfi(::gl]::::(ln !10rcncnnaun Kinerja telah memanfaatkan untuk 

i Pryisss hasil yang berkesinambungan, dengan kriteria: 
$ perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan 

sesuai SOP 

2) Apggaran yang ditetapkan telah mengacu 
pada kinerja yang ingin 

dicapai 

3) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja 
yang ingin 

dicapai. 

4) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja 
telah dicapai 

dengan baik, atau setidaknya masih on the 
right track | 

5) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capalan 

kinerja selalu dipantau secara berkala. 

6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan 

Kinerja yang ditetapkan dari hasil a 

sebelumnya. 
an Dokumen Perencanaan 

7) Terdapat perbaikan/penyempurnaat . . ! 

Kinerja dalam mewujudkan ko
ndisi/hasil yang lebih baik. 

8) Apakah perbaikan/peny
empurnaan (jika ada) pada dokumen 

anggaran (RKA/DPA) telah memprioritaskan anggaran pada 

pencapaian kinerja yang diperja
njikan. _ _ 

9) Setiap unit kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen 

dalam mencapai kinerja yang te
lah direncanakan. —— 

10) Setiap pegawai memahami
 dan peduli, serta berkomitm

en dalam 

mencapai kinerja yang telah dire
ncanakan. 

2. Pengukuran Kinerja terdiri dari:
 . 

lah dilakukan, dengan kriteri
a: 

a. Sub Komponen Pengukuran Kiner
ja te Ier: 

1) Terdapat SOP pengukuran kiner
ja dan pengumpulan data kinerja

 

2) Terdapat definisi operasional ya
ng jelas atas kinerja dan cara 

mengukur indicator kinerja. 

3) Terdapat mekanisme yang jelas
 terhadap pengum 

kinerja yang dapat diandalkan. 

b. Sub Komponen Pengukuran Kinerj
a telah menjadi kebutuhan dalam 

mewujudkan kinerja secara efektif dan
 efisien dan telah dilakukan 

secara berjenjang dan berkelanjutan,
 dengan kriteria: 

1) SOP pengukuran kinerja dan pengum
pulan data kinerja telah 

sesuai dengan ketentuan yang berlak
u 

2) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengam
bil keputusan (Decision 

Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
 

3) Data kinerja yang dikumpulkan telah relev
an untuk mengukur 

capaian kinerja yang diharapkan. 

4) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian 

kinerja yang diharapkan. 

5) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berka
la. 

6) Apakah hasil pengukuran kinerja telah didukung data yang 

dapat diandalkan. 

7) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pen
gukuran 

capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
. 

8) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi 

Informasi (Aplikasi). 

9) Pencapaian capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi 

Informasi (Aplikasi). 

c. Sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam 

pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian
 strategi dalam 

mencapai kinerja yang efektif dan efisien, dengan kriteria: 

1) Apakah pengukuran kinerja telah sesuai dengan SOP (baik 

pengukuran kinerja menggunakan aplikasi maupun manual) 

2) Pengukuran  kinerja telah menjadi dasar dalam 

penyesuaian(pemberian/penguran
gan) tunjangan 

kinerja/penghasilan 

Dokumen Perencanaan 

nalisis perbaikan kinerja 

pulan data 
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3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi 
dalam mencapai kinerja. 

4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan 
dalam mencapai kinerja. | 

5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktifitas 
dalam mencapai kinerja. 

6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran 
dalam mencapai kinerja. 

7) Terdapat efisiensi atas penggunaa anggaran dalam
 mencapai 

kinerja 
| 

8) Seriap unit kerja mema
hami dan peduli atas h

asil pengukuran 

kinerja 
| 

9) Seriap pegawai memahami da
n peduli atas hasil pengukuran 

kinerja 

3. Pelaporan kinerja terdiri dari: 
it 

a. Sub komponen Terdapat Dokumen 

kinerja, dengan kriteria: | 

1) Dokumen Laporan Kinerja telah
 disusun. aricala 

2) Dokumen Laporan Kinerja
 telah disusun secara 

ber . 

3) Dokumen Laporan Kiner
ja telah diforqulka_n. 

ineria telah dipublikasikan. 
4) Dokumen Laporan Kinerja 

: 

5) Dokumen Lap iner) sami| kan tepat waklril:;.l.standar 

b. Sub komponen Dokume
n Laporan Kinerja _tela.h

 memnuhi et 

menggambarkan Kualitas atas pencapaian kinerja, mkr . 

keberhasilan / kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan 

enyempurnaannya dengan 
kriteria: 

| | 

If] D):)kurnen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesual 

standar. 
3 

2) Dokumen Laporan Kiner
ja telah mengungkap selu

ru 

tentang pencapaian kinerja. 
| . 

3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan target 
tahunan 

| 

4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan target j
angka menengah. | 

5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan realisasi t
ahun-tahun sebelumnya. 

6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas 

capaian kinerja beserta Upaya nyat
a dan/atau hambatal_'mya 

7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas 

penggunaan sumber daya dalam men
capai kinerja. 

8) Dokumen Laporan Kinerjatelah mengin
fokan upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen
dasi perbaikan kinerja) 

c. Sub komponen Pelaporan Kinerja telah
 memberikan dampak yang 

besar dalam penyesuaian strategi/kebija
kan dalam mencapai kinerja 

berikutnya dengan kriteria: 

1) Informasi dalam laporan kinerja selalu men
jadi perhatian utama 

pimpinan (bertanggungjawab) 

2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian 

seluruh pegawai. 

3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digu
nakan dalam 

penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. 

4) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunak
an dalam 

penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerj
a. 

5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evalu
asi 

pencapaian keberhasilan kinerja. 

6) Informasi dalam laporan kinerja telah dilakukan dalam 

penyesuaian perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya 

7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan 

budaya kinerja organisasi. 

Laporan yang menggambar 

informasi 
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4. Evaluasi Kinerja Internal, terdiri dari: 
a. Sub Ko T 

kriteria:ponen Evaluasi Kinerja Int
ernal telah dilaksanakan dengan 

é; Eifiig:it SkC_)P e*_.raltfasi kinerja intern_a] 

ey inerja internal telah dilaksanakan pada perangkat 

n g]uivzluam kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenja
ng. 

: omponen Evaluasi Kinerja Internal tela
h dilaksanakan secara 

berkualitas dengan Sumber Daya yang 
memadai, dengan kriteria: 

1) Evaluasi kinerja internal telah 
dilaksanakan sesuai standar. 

2) Evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang 

memadai. 

3) Evaluasi kinerja internal telah dil 

yang memadai. 

4) Evaluasi kinerja internal telah dil
aksanakan pada s€ 

bidang secara periodik. 

5) Evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan 

Teknologi Informasi (Aplikasi) 

c. Sub Komponen Implementas
i SAKIP telah meningka 

kinerja sehingga mem
berikan kesan yan

g nyata (dampak) 
dalam 

efektivitas dan efisiensi kiner
ja, dengan kriteria: .

 

1) Seluruh rekomendasi 
atas hasil evaluasi kinerja 1 

ditindaklanjuti. 
2) Telah — terjadi peningkatan 

melaksanakan tindak lanjut atas rekome 

kinerja internal. 

3) Hasil evaluasi kinerja i 

dan peningkatan akuntabilit
as kinerja. j 

4) Hasil dari evaluasi kinerja internal telah dimanfaatkan dalam
 

mendukung efektivitas dan e
fisiensi kinerja. . 

5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan 

memanfaatkan hasil evaluasi k
inerja internal. 

aksanakan dengan 
pendalaman 

kretariat dan 

t karena evaluasi
 

nternal telah 

implementasi SAKIP dengan 

ndasi hasil evaluasi 

nternal telah dimanfaatk
an untuk perbaikan 

B. PENGISIAN LKE AKIP 

1. Penilaian hasil evaluasi A 

masing komponen 

2. Penilaian pada komponen evaluas
i AKIP diperoleh dari penjumlahan

 

nilai masing-masing sub kompone
n 

3. Penilaian pada sub komponen eval
uasi AKIP, dan setiap sub komponen

 

dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kr
iteria. Sub komponen 

akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC
/C/D/E, jika 

kondisi atau gambaran rata-rata nilai seluruh krit
eria sesuai dengan 

eradasi nilai sebagai berikut: 
Jika rata-rata nilai seluruh kriteria adalah lebih besar 

A 

dari 90 sampai dengan 100 atau >90 s.d 100 

BB 

KIP diperoleh dari penjumlahan nilai 
masing- 

Jika rata-rata nilai seluruh kriteria adalah lebih 

besar dari 80 sampai dengan 90 atau >80 s.d 90 

Jika rata-rata nilai seluruh kriteria adalah lebih 

besar dari 70 sampai dengan 80 atau >70 s.d 80 

Jika rata-rata nilai seluruh kriteria adalah lebih 

besar dari 60 sampai dengan 70 atau >60 s.d 70 

Jika rata-rata nilai seluruh kriteria adalah lebih 

bfasar dari 50 sampai dengan 60 atau >50 s.d 60 

Jika rata-rata nilai seluruh kriteria adalah lebih 

bt_csar dari 30 sampai dengan 50 atau >30 s.d 50 

bf:sar dari 10 sampai dengan 30 atau >10 s.d 30 

Jika rata-rata nilai seluruh kriteria adalah lebih 

besar dari 0 sampai dengan 10 atau > 0 s.d 30 

B 
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telah di | - 
Se iperoleh rata-rata nilai seluruh kriteria maka akan dikalikan 

bobot yang selanj yang selanjutnya akan menghasilkan nilai dari sub komponen. 

. Penilaia : : 

1 n pada masing-masing kriteria dilaksanakan dengan 
memperhatikan 3 (tiga) faktor yaitu: 
a. Fakt 

4 
or keberadaan, dengan penjelasan penilaian keberadaan 

adalah seb 

Jawaban 

agal berikut: 

Penjelasan Penilaian Keberad
aan 

telah terpenuhi 
seluruh kriteria 

telah dipertahankan 

setidaknya 5 (lima) tahun terakhir 
_ 

Jika seluruh kriteria telah terpenuhi 

(100%) dan telah dipcrtahankan 
dalam 

setidaknya 1 (satu) tahun tcrakhil: 

Jika kualitas seluruh kriteria 

terpenuhi (100%) sesuai dengan 
m 

kebijakan nasional/
d ah 

Jika kualitas seb
agian bes 

terpenuhi (>795% 
- « 1009 

Jika kualitas se
bagian 

terpenuhi (>50% - 75% 

Jika 

(100%) dan 
dalam 

telah 

andat 

Jika kualitas se
bagian k 

terpenuhi >25%
 - 50% 

tas kinerja 

Jika kriteria pen
ilaian akuntabi

ll 

telah mulai di se
nuhi (>0% - 25%

 

Jika sama seka
li tidak ada u

paya di_al_am 

pemenuhan krite
ria penilaian aku

ntabilitas 

kinerja 
| 

b. Faktor Penilaian 
Kfigfitas, dengan

 penjelasan peni
laian kualitas 

adalah sebagai b
erikut: 

n | 

Penjelasan Penil
aian Kualitas 

C. 

seluruh kriteria telal—l_‘ 
Jika kualitas 

terpenuhi ( 100%) dan 

inovatif serta layak menj 

secara nasional/daer
ah 

telah 

terdapat upaya 

adi percontohan 

Jika kualitas seluruh kriteria 

terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa 

upaya yang bisa dihar
gai dari pemenuhan 

kriteria tersebut 

Jika kualitas sebagian be
sar kriteria telah 

terpenuhi (>75% - <100%)
 

Jika kualitas sebagian be
sar kriteria telah 

terpenuhi (>75% - <100%) 

Jika kualitas sebagian bes
ar kriteria telah 

terpenuhi (>50% - 75% 
] kriteria telah Jika kualitas sebagian keci 

terpenuhi (>25% - 50% 

D 30 Jika kriteria penilaian akunta
bilitas kinerja 

telah mulai dipenuhi (>0% - 25%
 

E 0 Jika sama sekali tidak ada
 upaya dalam 

kriteria penilaian 
pemenuhan 

akuntabilitas kinerja. 

Faktor Penilaian Pemanfaatan, 

emanfaatan adalah 

dengan penjelasan penilaian 

sebagai berikut: 

Pilihan 

Jawaban 

enilaian Pemanfaatan Penjelasan P 

AA Jika kt}alitas seluruh kriteria  telah 

_terpen_uhl (100%) dan terdapat upaya 

inovatif serta layak menjadi ercontohan 
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sccara nasional/daerah 

Jika kualitas seluruh kriteria telah 

terpenuhi (10096) dan terdapat beberapa 

upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan 

kriteria tersebut. 
Jika kualitas seluruh kriteria 

terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat 

“ kebijakan nasional/daerah 

T eI a terpenuhi (>75% - <100% 

n Jika 
kualitas sebagian besar kriter

ia telah 

% 

telah 

75% 

Jika kualitas sebagian 
kecil kriteri 

nenuhi (>25% - 50% 
_ 

akuntabilitas kiner
ja 

i(>0% - 25% 
1 

:  tidak ada upaya am 
Jika sama sekali tid ” tabilitas 

penilaian 
pemenuhan kriteria 

kinerja. 

MASI SETELAH 
PENGISIAN LKE

 _ 

h en-komponen 
memberikan 

dikat sebagal
 C. PENYIMPULAN DATA DAN INFOR 

Nilai hasil akhir dari penjum 

gambaran tingkat implementasi
 A 

berikut: 

lahan kompon 

KIP, dengan kategori pre 

nterpretasi 

kan e 

Sangal ME O Seluruh kinerja 
Predikat 

AA 

Nilai >90-100 
Telah terwujud go

od governance- 

s ) dikelola dengan sangat memuaskan. Telgh 

kat daerah yang dinamis, 

terbentuk perang 
ami: 

adaptif dan efisi
en (reform). Pengu_k_

uran kinerja 

telah dilakukan sa
m pai ke level indiv

idu 

Memuaskan 

Terdapat gambaran bahwa perangkat fiaerah 

dapat memimpin pe
rubahan dalam mqw

ujudkan 

pemerintahan yan
g berorientasi hasil, kal"ena 

pengukuran kinerja
 telah dilakukan sam

pai ke 

level eselon IV/Peng
awas sub coordinato

r 

A 
(Nilai >80-90) 

BB Sangat Baik 
. 

(Nilai >70-80) Terdapat gambaran bahwa AKIP 
sangat baik 

pada 2/3 bidang/ secretariat.
 Akuntabilitas yang 

sangat baik ditandai dengan
 mulai terwujudnya 

efisiensi penggunaan anggara
n dalam mencapai 

kinerja, memiliki sistem manaje
men kinerja yang 

andal serta pengukuran kinerja 
telah dilakukan 

sampai ke level eselon 3 

Baik 

Terdapat gambaran bahwa APIP suda
h baik pada 

1/3 bidang/ secretariat. Namun dem
ikian masih 

perlu adanya sedikit perbaikan serta k
omitmen 

dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja 

baru dilaksanakan sampai dengan level
 eselon 2 

kepala perangkat daerah 

' .CC Cukup (Memadai) 

(Nilai >50-60) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. 

Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan 

walaupun tidak mendasar khususnya 

I akuntabilitas kinerja pada bidang/secretariat. 

B 
(Nilai >60-70) 
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Kurang 

Sistem d 
: an tatan 

diandalkan. Belu;n tcla!am AKIP kurang dapat 

manajemen kinerja 
e_”mplcmcntasinya sistem 

perbaikan mendaiarsehmgga 
masih perlu banyak 

gengat Kurang 
iste 

tidakm ddan taFanan dalam AKIP sama sekali 

terda apat diandalkan. Sama sekali belum 

m lf at penerapan manajemen 
kinerja sehingga 

i fa51 perlu banyak perbaikan/ pe
rubahan yang 

].Sl atl:ny a sangat mendasar, khususnya dalam 

: mplementasi SAKIP 
Untu 

E— 

secara begeg;ggag?agbyekuwtas 
dalam penilaian, perlu dil 

roses d i ] t g3 r 

Plengatqran sebagsi berii 
s an hasil evaluasi dari tim 

evaluato 

2' gz:iz ttl'ngkat 
p dil?kukan di masing

-masing tim 
evaluator 

: i ingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel ya 

usus, terutama untuk menentukan 
standarisasi nilal, P 

kategori hasil evaluasi. 

(Nilai >30-50) 

D 

(Nilai >0-30) 

akukan revi
u 

dengan 

ng dibentuk 

enetapan 

AKIP 

pelaksanaarn 
evaluasi AKIP

 

(LKE) dan L
aporan Has;l 

berbagai hasil 

BAB V A 
PELAPORAN DAN PENGKO

MUNIKASIAN HASIL EVALUAS
I 

g diterbitkan untu
k 

Setiap surat tugas yan 
ar Kerja Evaluasi 

harus menghasilkan Lem
b 

Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun perdasarkan 
. 

ta dan fakta serta 
analisis yang telah

 didokumentasikan 

dianggap relevan 
dan 

tersebut berisi fakta
 dan data yang 

rmasalahan serta saran dan 

berarti untuk perumu 
. S an 

rekomendasi perbai
kan peningkatan AK

IP. Data _dan desk
ripsi fakta 1nl 

ditulis kemudian di
analisis (pemilahan,

 pembandingan, pe
ngukuran, dan 

penyusunan argu
mentasi) sampai pada sim

pt}lannya pada 
LHE. Pada: 

perangkat daerah ya
ng sudah pernah di

evaluasl, pelaporan
 haflg ?VZEZSZ 

S 

diharapkan menyaj
ikan informasi tin

dak lanjut dax"i're
komer% 

sebelumnya, sehingga diperoleh 
data yang dapat d

lperbandmgkan da
n 

dapat diketahui per
baikan-perbaikan ya

ng telah dilakukan.
 

pengumpulan da 

dalam LKE. LKE 

daerah yang dievalu
asi oleh evaluator, 

an tembusan kepada pim
pinan 

r hasil evaluasi AKIP 
disusun 

dengan 

pala 

LHE AKIP pada p
erangkat 

disampaikan kepad
a Kepala Daerah de

ng 

perangkat daerah yan
g dievaluasi. Ikhtisa 

sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi 

pemeringkatan nilai hasil evaluasi dan disampaikan kepada Ke 

Daerah. 

Qecara garis besar format
 LHE atas implementas

i AKIP adalah sebagai 

berikut: 

. Dasar Hukum Evalua
si 

. Latar Belakang Evaluasi 

. Tujuan Evaluasi 

Ruang Lingkup Evaluasi 

. Metodologi Evaluasi 

Tim Evaluasi 

Gambaran umum perangkat daerah 

Gambaran umum implementasi SAKIP pada
 Perangkat Daerah 

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumn
ya 

Gambaran Hasil Evaluasi, yang meliputi: a
—
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3)Evaluasi at 1 atas pelaporan ki 4)Evaluasi atas kinerja interna] 
Apabila terd a 
kriteria, p…yZZ;; aéamtf“ kekurangan maka akan ditambahkan 

. glalflng-masing komPOHer?lflbat untuk setiap kekurangan pada 

. c : 7 
o omendasi atas catatan keky i 

esimpulan rangan untuk perbaikan 

12. Doron ' gan terhadap implementasi AKIP yang lebih baik. 

i BAB VI 
EMBAR KERJA EVALUASI (LKE) 

No [ Komponen/Sub Komponen/Kriteria — 3 Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot 

1 PERENCANAAN KINERJA 
.a _okumen Perencanaan kinerja telah tersedia 

nuhi 
l.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah meme 

standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, 

dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan 

penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, 
serta memperhatikan kinerja bidang lain 

crosscutting 

1.c | Perencanaan Kinerja 
telah dimanfaatkan untuk 

bungan 
mewujudkan hasil yang 

berkesinam 

%%l 
& 

2 | PENGUKURAN KINERJA 

5.a | Pengukuran Kinerja telah
 dilakukan 

6,00 

di kebutuhan 
9,00 

Kinerja telah menja 
1 

dalam mewujudkan Kin
erja secara Efektif dan

 

Efisien dan telah dila
kukan secara berjenja

ng 

ah dijadikan dasar d
alam 15,00 

2.c | Pengukuran Kinerja 
tel 

pemberian Reward d
an Punishment, sert

a 

l penyesuaian strateg
i dalam mencapai k

inerja yang 

15,00 efektif dan efisien 

3 PELAPORAN KIN
ERJA 

Terdapat Dokumen Lapo
ran yang menggambark

an “ 

2.b | Pengukuran 

3.a 
Kinerja 

3 b | Dokumen Lapor
an Kinerja telah memen

uhi Standar 4,50 

menggambarkan Kualit
as atas Pencapaian Kinerj

a, 

informasi keberhasilan
 /kegagalan kinerja ser

ta 

| upaya perbaikan /pen
yempurnaannya 

r_3.c Pelaporan Kinerja telah m
emberikan dampak yan

g 

besar dalam penyesuaia
n strategi/kebijakan dala

m 

7,50 

L. mencapai kinerja berikutn
ya 

4 | EVALUASI AKUNTAB
ILITAS KINERJA INTERN

AL 25,00 

|_ aa | Evaluasi Akuntabi
litas Kinerja Internal telah 

m 

dilaksanakan 
as Kinerja Internal telah 

7,50 

ab | Evaluasi Akuntabilit 

dilaksanakan secara 

Daya yang memadai 

Implementasi SAKIP telah men
ingkat karena 

12,50 

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Int
ernal sehingga 

memberikan kesan yang nyata (damp
ak) dalam 

efektivitas dan efisiensi Kinerja 

berkualitas dengan Sumber 

4.c 
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) 4 

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja. 
.ngan ditetapkannya _pedoman evaluasi AKIP ini, diharapkan para 

evaluator dapat men_rllhkl acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. 

Namun demikian, diharapkan evaluator juga dapat menggunakan inovasi- 

inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus 
menerus metode 

dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien. 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan 

dapat mewujudkan tujuan dari implementasi AKIP itu sendiri, yaitu 

meningkatnya kinerja perangkat daerah serta meningkatnya akuntabilitas 

terhadap kinerjanya. 

BAB VII 
PENUTUP 

BUPATI WON OSOBO, 

AFIF NUFHIDAYAT 
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